
BUPATI BONDOWOSO 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO 
NOMOR f"o7 TAHUN 2017 

TENTANG 

FASILITASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF 
DI KABUPATEN BONDOWOSO 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BONDOWOSO, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70A ayat (3) 
Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Bondowoso Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan 
Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten 
Bondowoso; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik 
Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 
1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 
dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4380); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

5.Undang-Undang ... 
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang 
Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4769); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang 
Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4863); 

9 . Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang 
Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 194); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 
ten tang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5157); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
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13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 
2009 tentang Pendidikan Inklusif; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 
Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2009 
Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 12, 
Tamabahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso 
Nomor 16); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 
Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016); 

18. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 74 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah 
Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor; 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG FASILITASI 
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI 
KABUPATEN BONDOWOSO. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso . 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Bondowoso. 
3 . Bupati adalah Bupati Bondowoso. 
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Bondowoso. 
5. Kepala Dinas adalah Kepala Pendidikan dan Ke budayaan 

Kabupaten Bondowoso. 
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6. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian 
Agama Kabupaten Bondowoso. 

7. Kelompok Kerja adalah Kelompok Kerja Pendidikan 
Inklusif Kabupaten Bondowoso. 

8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang 
dilaksanakan secara formal, nonformal, dan informal 
untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 
pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 
bangsa dan negara yang diselenggarakan di Kabupaten 
Bondowoso. 

9. Pendidikan Inklusif adalah sistim Penyelenggaraan 
Pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua 
peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki 
potensi kecerdasan dan/ atau bakat istimewa untuk 
mengikuti Pendidikan atau pembelajaran dalam satu 
lingkungan Pendidikan secara bersama-sama dengan 
peserta didik pada umumnya. 

10. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualitas 
sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, 
widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan 
lain yang sesuai dengan kekhususannya serta 
berprestasi dalam menyelenggarakan pendidikan. 

11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang 
mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang 
penyelenggaraan pendidikan antara lain pengelola 
satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, 
pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, 
teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, 
pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan 
serta tenaga dengan se bu tan lain yang bekerj a pad a 
satuan pendidikan 

12. Peserta didik berkebutuhan khusus adalah peserta didik 
yang memiliki kelaian fisik, emosional, mental, sosial, 
dan/ atau memiliki potensi kecerdasan dan/ atau bakat 
istimewa, dan peserta didik di daerah terpencil atau di 
daerah terbelakang, masyarakat adat terpencil dan/ atau 
mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak 
mampu dari segi ekonomi. 

13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan 
mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara 
yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 
kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 
pendidikan tertentu. 

14. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik 
dengan pendidikan dan sumber belajar pada suatu 
lingkungan besar. 
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15. Identifikasi adalah suatu upaya untuk melakukan proses 
penjaringan terhadap anak yang mengalami kelainan 
(fisik, kognitif-intelektual, sosial, emosi, tingkah laku) 
dalam rangka pemberian layanan pendidikan yang 
sesua1. 

16. Asessment adalah proses pengumpulan informasi 
mengenai peserta didik berkebutuhan khusus, yang 
dilakukan sebelum penyusunan program pembelajaran 
individual. 

1 7. Program pendidikan individual, yang selanjutnya 
disingkat PPI, adalah rencana pembelajaran yang 
dirancang untuk setiap peserta didik bekebutuhan 
khusus. PPI harus merupakan program yang dinamis, 
artinya sensitif terhadap berbagai perubahan dan 
kemajuan peserta didik. 

18. Pusat sumber adalah lembaga yang menyelenggarakan 
layanan pendukung pendidikan inklusif yang berasal 
dari SLB atau lembaga lain yang mendukung pendidikan 
inklusif. 

19. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang 
beranggotakan orang tua/ wali peserta didik, komunikasi 
sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. 

20. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang 
beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli 
pendidian. 

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang 
selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso. 

BAB II 
TUJUAN 

Pasal2 

Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten 
Bondowoso bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan 
pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak 
diskriminatif bagi semua peserta didik berkebutuhan 
khusus di Daerah. 

BAB II 
FASILITASI 

Pasal 3 

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi 
pendidikan inklusif melalui: 
a. pembentukan kelompok kerja; 
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b. pemberian bantuan profesional kepada Satuan 
Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif; 

c. pemberian penghargaan kepada peserta didik, 
pendidik, tenaga kependidikan dan/ a tau satuan 
pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang 
berprestasi dan berkomitmen terhadap peningkatan 
mutu layanan pendidikan inklusif; 

(2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
beranggotakan unsur dari Perangkat Daerah yang 
membidangi pendidikan, instansi terkait, Pusat Sumber, 
komite sekolah, yayasan, Dewan Pendidikan, 
Kementerian Agama, Perguruan Tinggi, dan lembaga 
terkait lainnya yang peduli terhadap pendidikan inklusif 
di Daerah. 

(3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(4) Bantuan profesional sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) dapat berupa: 
a. fasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring 

dan evaluasi; 
b . fasilitasi dalam penerimaan, identifikasi, assesment, 

dan layanan advokasi peserta didik; 
c. fasilitasi dalam pengembangan kurikulum, program 

pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media 
dan sumber belajar, serta sarana dan prasarana yang 
fleksibel. 

BAB IV 
EVALUASI 

Pasal 4 

( 1) Evaluasi hasil fasilitasi penyelenggaraan pendidikan 
inklusif di Daerah dilaksanakan oleh Dinas. 

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan kepada Bupati. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Kepala 
Dinas. 

BABV 
PEMBIAYAAN 

Pasal 5 

Segala biaya yang timbul sebagai akibat fasilitasi 
penyelenggaraan pendidikan inklusif di Daerah dibebankan 
pada APBD dan sumber lain yang sah. 

BAB VI... 
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BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Peraturan Bupati m1 mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso. 

Diundangkan di Bondowoso 
pada tanggal l~ Ptfeni~er ;.. 7 

l AMIN SAID HUSNI ~ 

KABUPATEN BONDOWOSO, 

t HIDAYAT 

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2017 NO MOR 6g 
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